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KATA   PENGANTAR 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung dapat diselesaikan. Penyelesaian 

Perubahan Rencana Kerja merupakan hasil kerja tim penyusun, yang 

dilaksanakan secara bersama sama, untuk mendapatkan hasil rumusan 

rencana yang optimal sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemadam dan 

Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Tana Tidung. 

 

 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan 

efesiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah 

perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, 

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi 

pada pencapaian hasil. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung, berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai 

bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Tana Tidung 

secara signifikan. 

 

 

                                                                    Tideng Pale,   Agustus 2025 

                                          Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  

 dan Penyelamatan 

 

 

 

 

 

           JOHARI, S.Sos 

              Pembina Tingkat I/IVb  

             NIP. 197107092002121001 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun 

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka 

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap 

daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan  

Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan 

setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan 

berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD 

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS).  

 Rencana Kerja Pembagunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung 

Perubahan tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan 

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan 

secara berjenjang untuk keterpaduan  Renja PD. 

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kabupaten Tana Tidung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini 

menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung. Renja Perubahan merupakan 

dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna 

mengoperasionalkan RKPD 2035 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan 

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan  Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan 

yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 2021–2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 2021–2026. 

 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan 

dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai 

Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran 

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan 

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

1. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan    

Pembangunan    Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten 

Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; 

3. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi 

Kalimantan Utara; 

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan 

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inivasi Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

PelaksanaanKajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub 

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1619); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung 

Tahun 2021-2026;  

21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan; 

22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025; 

 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

 

1.3.1 Maksud 

 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah merupakan dokumen 

tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 - 2026 dan 

hubungannya dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Tidung. 

Adapun maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan ini, adalah untuk mewujudkan sinergis antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, 

dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. 

 

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar 

desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah 

kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam 
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pembangunan daerah, dan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan Tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun 

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025. 

 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah: 

1. Terwujudnya Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025; 

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, 

antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan; 

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; 

4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun-tahun yang akan datang ; 

6. Mewujudkan indicator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dalam 

memberikan pelayanan yang terbuka, optimal dan prima. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Sistematika Rancangan Renja Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung,meliputi : 

 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA PD 

yang meliputi: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta 

sistematika penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik. 

 

 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN III TAHUN 2025 

   2.1    Evaluasi Rencana Kerja  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Triwulan II Tahun 2025 

Pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dan 

Pemadam Kebakaran (Evaluasi Renja PD) Triwulan II Tahun 2025 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan di dasarkan 

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input 
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dan output sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan atau Renja yang telah disusun pada tahun sebelumnya.  

 

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung 

melalui Musrenbang Kabupaten memiliki beberapa progam kegiatan 

dimana hampir semua indikatornya yang ada telah memenuhi target. 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan 

pelayanan bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat di haruskan 

menerapkan standar pelayanan minimal bidang urusan kebakaran.  

 

  2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 

Rencana program kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan pada tahun 2025 didasarkan pada usulan dan 

perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan telah tercantum dalam 

RKPD Tahun 2025. 

 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH 

3.1.  Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan 

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran 

target kinerja Renstra Perangkat Daerah 

 

3.2.  Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor 

yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan 

kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika 

rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal 

RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi 

keduanya 

 

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

    Program dan Kegiatan Satuan Kerja PD,terdiri dari : 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota 

1. Keg.Perencanaan  dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah(PD) 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar     

realisasi   kinerja SKPD 
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2. Kegiatan administrasi keuangan PD 

a. Penyediaan gaji dan tunjungan ASN 

b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 

3. Kegiatan administrasi Kepegawaian PD 

 a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

4. Kegiatan administrasi umum PD 

a. Penyediaan bahan logistik kantor 

b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD 

 a. Pengadaan Kendaran Dinas Operasional Atau Lapangan  

6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan PD 

a. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 

b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

                5.Kegiatan pemelihaaraan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

a. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak,dan 

perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

 Prog. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran 

1. Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah 

Kab./Kota 

a. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota 

b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota 

c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 

d. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 

e. Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan penanggulangan 

kebakaran dan alat pelindung diri 

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 

a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 
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BAB V  PENUTUP 

 Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik 

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran 

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana 

tindak lanjutnya. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI  RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TRIWULAN II TAHUN 2025 

 

2.1 Evaluasi Rencana Kerja DPKP sampai dengan TW II Tahun 2025 

 

Berdasarkan amanat konstitusi salah satu tujuan dari Negara 

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa secara implisit berarti 

menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara termasuk rasa aman dari bencana kebakaran. Sesuai dengan 

Fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sangat sentral 

dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan pelayanan yang 

sangat urgent dan tidak bisa ditiadakan. Personil pemadan kebakaran di lapangan  

merupakan ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam 

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Personil inilah 

yang dinilai masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana 

kebakaran apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. 

Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Pemadam kebakaran dan 

Penyelamatan karena di lapanganlah yang menentukan buruk atau 

baiknya kualitas pelayanan yang diberikan. 

Pelaksanaan kegiatan Anggaran 2025 saat ini telah berjalan, dengan 

anggaran sebesar Rp. 7.797.650.091 dengan jumlah ASN 20 Orang dan Jumlah 

tenaga kontrak personil Pemadam sebanyak 41 Orang sehingga anggaran untuk 

program – program kegiatan sangat terbatas, adapun rincian capaian kinerja Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana 

Tidung sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 secara singkat sebagai berikut : 

1. Tingkat Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota dengan 

Persentase Realisasi Kinerja sebesar 65% dan Persentase Realisasi Anggaran 

sebesar 42,53% 

2. Tingkat Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan persentase Realisasi 

Kinerja sebesar 75% dan Persentase Realisasi Anggaran sebesar 38,66% 

 

Berikut gambaran lengkap evaluasi capaian Renja Dinas Pemadam Kebakaaran dan 

Penyelamatan samapi dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada table 2.1 

berikut ini : 
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Tabel 2.1. Rincian Kinerja dan Rincian Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 

 

 

 

 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR

1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase penanganan bencana kebakaran dan non 

kebakaran

100 Persen Rp                             0 100 Persen Rp 572.979.600,00 25,71 % 0,00 %

1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 

Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan 

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap 

0 Dokumen Rp        148.939.000,00 15 Dokumen Rp      226.846.815,00 1 Dokumen Rp   57.322.000,00 0 Dokumen Rp       20.323.000,00 1 Dokumen Rp      28.562.000,00 100,00 % 49,83 % 16 Dokumen Rp     255.408.815,00 0,00 % 171,49 %

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman 

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

0 Laporan Rp        134.943.600,00 16 Laporan Rp       75.765.000,00 4 Laporan Rp   50.683.800,00 2 Laporan Rp       21.025.000,00 2 Laporan Rp      21.025.000,00 50,00 % 41,48 % 18 Laporan Rp       96.790.000,00 0,00 % 71,73 %

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 

Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran 

0 Dokumen Rp          99.616.000,00 4 Dokumen Rp       66.187.000,00 4 Dokumen Rp   64.390.000,00 1 Dokumen Rp       20.426.300,00 2 Dokumen Rp      35.060.700,00 50,00 % 54,45 % 6 Dokumen Rp     101.247.700,00 0,00 % 101,64 %

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki 

Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

0 Orang Rp        250.543.000,00 0 Orang Rp       74.760.905,00 6 Orang Rp     2.650.000,00 2 Orang Rp       33.161.870,00 2 Orang Rp      33.161.870,00 33,33 % 1251,39 % 2 Orang Rp     107.922.775,00 0,00 % 43,08 %

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang 

Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

0 Unit Rp        488.697.400,00 56 Unit Rp      390.145.000,00 20 Unit Rp   91.732.000,00 0 Unit Rp                           0 0 Unit Rp                         0 0,00 % 0,00 % 56 Unit Rp     390.145.000,00 0,00 % 79,83 %

1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Data 

Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan 

Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran

0 Dokumen Rp        100.992.000,00 6 Dokumen Rp       64.048.697,00 1 Dokumen Rp   16.650.000,00 1 Dokumen Rp         7.705.500,00 1 Dokumen Rp       7.705.500,00 100,00 % 46,28 % 7 Dokumen Rp       71.754.197,00 0,00 % 71,05 %

1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan 

Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran Setiap Tahunnya

0 Orang Rp          85.460.000,00 512 Orang Rp      134.603.000,00 400 Orang Rp   30.380.800,00 400 Orang Rp       21.788.800,00 400 Orang Rp      21.788.800,00 100,00 % 71,72 % 912 Orang Rp     156.391.800,00 0,00 % 183,00 %

1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap 

Kondisi Membahayakan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan 

Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan 

Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal

0 Laporan Rp          46.715.400,00 0 Laporan Rp                           0 1 Laporan Rp   46.715.400,00 0 Laporan Rp                           0 0 Laporan Rp                         0 0,00 % 0,00 % 0 Laporan Rp                           0 0,00 % 0,00 %

38,54 184,76 54,17 189,39 0,00 90,23

SR UNK R UNK SR ST

X NON URUSAN

X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX

Persentase pencapaian layanan publik terhadap 

masyarakat

95 Persen Rp                             0 95 Persen ############### 37,05 % 0,00 %

Persentase terpenuhinya  kualitas perencanaan dan 

evaluasi kinerja

80 Persen Rp                             0 80 Persen ############### 37,05 % 0,00 %

X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Rp           9.999.990,00 5 Dokumen Rp         4.529.850,00 4 Dokumen Rp     4.999.995,00 0 Dokumen Rp                           0 2 Dokumen Rp       4.635.000,00 50,00 % 92,70 % 7 Dokumen Rp         9.164.850,00 0,00 % 91,65 %

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

0 Laporan Rp          23.680.000,00 4 Laporan Rp       26.160.300,00 2 Laporan Rp     8.880.000,00 1 Laporan Rp                           0 1 Laporan Rp                         0 50,00 % 0,00 % 5 Laporan Rp       26.160.300,00 0,00 % 110,47 %

X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan Rp     7.050.880.817,00 42 Orang/bulan Rp   6.619.510.685,00 21 Orang/bulan ############### 21 Orang/bulan Rp      746.927.656,00 21 Orang/bulan Rp 1.789.654.806,00 100,00 % 49,15 % 21 Orang/bulan Rp  8.409.165.491,00 0,00 % 119,26 %

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

0 Dokumen Rp        250.980.000,00 3 Dokumen Rp      275.160.000,00 1 Dokumen Rp   82.560.000,00 1 Dokumen Rp       38.350.000,00 1 Dokumen Rp      38.350.000,00 100,00 % 46,45 % 4 Dokumen Rp     313.510.000,00 0,00 % 124,91 %

X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

0 Orang Rp        144.090.000,00 10 Orang Rp      160.409.846,00 24 Orang Rp   74.198.000,00 18 Orang Rp       20.683.249,00 21 Orang Rp      29.523.249,00 87,50 % 39,79 % 31 Orang Rp     189.933.095,00 0,00 % 131,82 %

X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

0 Paket Rp        127.091.018,00 8 Paket Rp      138.755.000,00 1 Paket Rp   17.510.000,00 0 Paket Rp                           0 0 Paket Rp                         0 0,00 % 0,00 % 8 Paket Rp     138.755.000,00 0,00 % 109,18 %

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket Rp        216.590.900,00 10 Paket Rp      223.775.900,00 8 Paket Rp   78.896.000,00 5 Paket Rp       37.035.000,00 7 Paket Rp      61.699.500,00 87,50 % 78,20 % 17 Paket Rp     285.475.400,00 0,00 % 131,80 %

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

Disediakan

0 Paket Rp          67.419.500,00 6 Paket Rp       60.444.500,00 3 Paket Rp   29.980.000,00 0 Paket Rp                           0 0 Paket Rp                         0 0,00 % 0,00 % 6 Paket Rp       60.444.500,00 0,00 % 89,65 %

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

0 Laporan Rp        556.814.000,00 95 Laporan Rp      784.919.021,00 12 Laporan Rp 301.764.000,00 3 Laporan Rp       37.747.200,00 6 Laporan Rp    110.343.835,00 50,00 % 36,57 % 101 Laporan Rp     895.262.856,00 0,00 % 160,78 %

X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

yang Disediakan

0 Unit Rp     1.355.196.000,00 1 Unit Rp   1.214.040.000,00 1 Unit Rp     5.946.000,00 0 Unit Rp                           0 0 Unit Rp                         0 0,00 % 0,00 % 1 Unit Rp  1.214.040.000,00 0,00 % 89,58 %

X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan Rp          10.000.000,00 3 Laporan Rp         9.800.000,00 2 Laporan Rp     5.000.000,00 0 Laporan Rp                           0 0 Laporan Rp                         0 0,00 % 0,00 % 3 Laporan Rp         9.800.000,00 0,00 % 98,00 %

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang Disediakan

0 Laporan Rp        173.500.000,00 13 Laporan Rp      143.157.649,00 12 Laporan Rp   99.330.000,00 3 Laporan Rp       16.778.750,00 6 Laporan Rp      31.311.250,00 50,00 % 31,52 % 19 Laporan Rp     174.468.899,00 0,00 % 100,56 %

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

0 Laporan Rp     3.712.254.000,00 13 Laporan Rp   3.385.492.475,00 12 Laporan ############### 3 Laporan Rp      269.276.540,00 3 Laporan Rp    701.427.860,00 25,00 % 35,63 % 3 Laporan Rp  4.086.920.335,00 0,00 % 110,09 %

X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

0 Unit Rp        413.951.700,00 9 Unit Rp      450.215.300,00 6 Unit Rp 161.222.800,00 3 Unit Rp       52.540.400,00 3 Unit Rp      90.780.400,00 50,00 % 56,31 % 3 Unit Rp     540.995.700,00 0,00 % 130,69 %

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Rp          64.619.900,00 13 Unit Rp       25.268.721,00 17 Unit Rp   13.459.600,00 6 Unit Rp         4.925.000,00 6 Unit Rp       4.925.000,00 35,29 % 36,59 % 19 Unit Rp       30.193.721,00 0,00 % 46,73 %

No Sasaran Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan 

(output) / Sub Kegiatan (sub-output)

Target Akhir Renstra Tahun RPJM/Renstra 

(2021-2026)

Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai 

dengan Tahun sebelumnya (2024)

Target Kinerja & Anggaran Renja 

Tahun yang dievaluasi (2025)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 
Realisasi Capaian Kinerja & 

Anggaran Renja Tahun yang 

dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian Kinerja 

& Realisasi Anggaran 

Tahun yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja & Anggaran 

RPJM/Renstra s/d Tahun yang 

dievaluasi (2025)

Tingkat Capaian 

Kinerja & Realisasi 

Anggaran 
10

1 2 3 4 5

Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Keterangan

II

16 = (15 / 6 * 100) %
17 18

Rp   1.032.356.417,00 Rp     124.430.470,00 Rp    147.303.870,00

13 = (9 + 10 + 11 + 12) 14 = (13 / 8 * 100) % 15 = (7 + 13)6 7 8

1 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

Rp  1.179.660.287,00 Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

3 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

2 1 05 04

2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

5 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan 

Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

4 1 05 04

2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

7 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

6 1 05 04

Predikat kinerja

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Rp 13.521.639.247,00 Rp16.384.290.147,00 Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

8 1 05 04 2.05 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi 

Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

Rp 2.862.650.900,00Rp   1.224.263.795,00

Rata-rata capaian kinerja (%)

2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan10 X XX 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

9 X XX 01

2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan12 X XX 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

11 X XX 01

2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

14 X XX 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

13 X XX 01

2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan16 X XX 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

15 X XX 01

2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

18 X XX 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

17 X XX 01

2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan20 X XX 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

19 X XX 01

2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

22 X XX 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

21 X XX 01

2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Pemadam Kebakaran 

Dan Penyelamatan

23 X XX 01
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 
Keberhasilan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 

dapat dilihat dari kondisi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang 

Tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub 

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Menurut Permendagri tersebut jenis pelayanan dasar Dinas Pemadam 

Kebakaran  adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korba kebakaran 

sedangkan indicator standar pelayanan minimal yang menjadi indikator kinerja 

kunci Dinas Pemadam Kebakaran adalah indikator jumlah warga Negara yang 

memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai  

dengan tingkat waktu tanggap (response time rate) pada saat dan setelah 

kejadian kebakaran bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan 

yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, 

penyelamatan dan evakuasi. Secara operasional waktu tanggap pemenuhan 

layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban dimulai saat 

menerima informasi dari warga Negara/penduduk sampai tiba di tempat 

kejadian serta langsung melakukan tindakan, waktu tanggap merupakan nilai 

rata-rata capaian waktu tanggap operasional pemadaman yang dilakukan oleh 

Dinas Pemadaman dan Penyelamatan ataupun oleh Relawan Pemadam 

Kebakaran yang dibentuk dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara 

formal.  

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

2.3.1. Tugas 

Sesuai dengan Bab III pasal 4 Peraturan Bupati Tana 

Tidung Nomor 62 Tahun 2020, tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 

Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemadaman 

kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah Kabupaten. 

2.3.2. Fungsi 

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Bupati Tana Tidung 

Nomor 62 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
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Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, fungsi Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana 

Tidung adalah : 

a. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, 

penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan 

beracun kebakaran dalam daerah kabupaten; 

b. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, 

standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 

c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evaluasi pada 

kejadian darurat non kebakaran; 

d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang 

kebakaran; 

e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 

f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran; 

g. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam 

kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran; 

h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan 

terhadap kondisi membahayakan manusia, selain 

kecelakaan dan bencana; 

i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam 

pencegahan kebakaran; 

j. Melakukan sosialisasi  pencegahan  dan  

penanggulangan kebakaran; 

k. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi 

kepada pemangku kepentingan dan masyarakat 

terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 

l. Melakukan pendataan dan verifikasi factual warga 

Negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau 

terdampak kebakaran; 

m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan 

kebakaran secara terintegrasi; 

n. Melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 
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o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2.3.3. Permasalahan dan Hambatan 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah : 

a) Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM, 

sehingga sulit untuk mewujudkan kondisi yang 

ideal dalam mengelola wilayah manajemen 

kebakaran; 

b) Kualitas SDM yang sesuai dengan standar 

kompetensi masih belum memenuhi target sesuai 

dengan Standar Pelayanan Minimal yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 

c) Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya 

mendukung peningkatan Pelayanan 

penanggulangan kebakaran, hidrant belum sesuai 

harapan, kondisi jalan yang masih belum 

maksimal; 

d) Beberapa wilayah Kecamatan yang belum 

terdapat pos pembantu, dalam hal upaya 

penanggulangan masih belum sesuai dengan 

waktu response time yang telah ditetapkan,  

e) Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif 

dalam melaksanakan pencegahan, 

penanggulangan kebakaran dan bencana; 

f) Koordinasi antar instansi terkait belum efektif 

(belum adanya SOP/MoU yang jelas) 

 

2.3.4. Kebijakan Strategis Selama 1 Tahun 

Dengan mempertimbangkan potensi dan 

permasalahan yang ada, maka sasaran/target yang 

akan dicapai selama 1 tahun ke depan adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan peran aktif dan kesadaran 
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masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya 

kebakaran melalui : 

▪ Kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada 

masyarakat tentang pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran (warga 

kelurahan, instansi pemerintah, siswa sekolah 

dan pasar di di Kabupaten Tana Tidung); 

▪ Mengaktifkan Pos pembantu di setiap 

Kecamatan untuk mencapai respon time rate 

15 Menit ; 

2. Meningkatkan pengawasan dalam pemasangan 

instalasi proteksi kebakaran pada bangunan 

baru, mulai dari gambar rencana pemasangan, 

proses pembangunan, sampai pada kelayakan 

operasional setelah instalasi proteksi kebakaran 

tersebut terpasang; 

3. Melaksanakan pengkajian lebih mendalam sesuai 

peraturan perundang-undangan dalam 

memeriksa sarana dan prasarana proteksi 

kebakaran pada bangunan gedung melalui 

kegiatan koordinasi perijinan dan pemanfaatan 

gedung; 

4. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan 

sarana proteksi kebakaran yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pada bangunan 

tinggi, sedang, vital, dan industri sebagai 

persyaratan IMB, Ijin gangguan ( HO ), dokumen 

UKL UPL/AMDAL dll; 

5. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya 

penanggulangan bahaya kebakaran; 

6. Meningkatkan keterampilan dan keahlian personil 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

dengan cara: 

▪ Mengikutsertakan personil aparatur pemadam 

mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai 

standart kualifikasi; 

▪ Mengikutsertakan personil aparatur pemadam 

untuk mengikuti lomba ketrampilan 

pencegahan bahaya kebakaran baik ditingkat 

Provinsi maupun Nasional. 
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7. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan 

bahaya kebakaran dengan pengadaan peralatan 

PMK berupa Pompa Portabel, Flashlight dan 

pengadaan APD berupa masker, baju tahan 

panas, breathing apparatus dan kaos tangan 

kebakaran. 

8. Melakukan pendataan dan pelaporan secara rutin 

kejadian kebakaran di Kabupaten Tana Tidung. 

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 

 
Untuk pencapaian prioritas peningkatan perlindungan 

masyarakat dan  

kualitas penanganan bencana daerah terdapat sasaran 

startegis yang akan menjadi target di tahun 2025 yaitu : 

Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kualitas 

Penanganan Bencana Daerah adapun arah kebijakannya 

adalah sebagai berikut :  

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 

Kabupaten/ kota, 

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap 

bencana kebakaran, 

c.  Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, 

dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.   

Bersasarkan review terhadap dokumen RKPD Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan focus terhadap 

program yang telah sesuai dalam indicator kineja utama 

dimana dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-

SKPD). Namun berdasarkan pagu indikatif yang diterima 

Dinas Pemadam Kebakaran dan berdasarkan permasalahan 

yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi serta 

mengalokasikan anggaran kegiatan baru yang dipandang 

perlu dan mendesak maka perlu untuk menambah anggaran 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dikarenakan : 
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a) Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam kebakaran dan 

Penyelamatan masih kurang dan telah banyak yang 

kurang layak pakai serta peralatan yang minim pada 

pos pembantu di kecamatan; 

b) Kemampuan personil Pemadam harus di tingkatkan 

dengan malaksanakan pelatihan atau diklat pemadam 

mengingat 75% anggota pemadam di lapangan adalah 

tenaga honorer baru yang belum memiliki skill 

pemadam. 

c) Untuk memenuhi standart teknis Pelayanan Dasar 

pada standar pelayanan minimal sub urusan 

kebakaran daerah Kabupaten/Kota perlu adanya 

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam 

Kebakaran (REDKAR) di desa pada setiap kecamatan 

melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 

 

3.1.  Tujuan dan Sasaran Renja PD 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi fak tor-faktor kunci 

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan indicator 

kinerja utama. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan indicator kinerja 

utama perangkat daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin 

dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan 

dapat dicapai. 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati urusan pemerintahan yakni meningkatkan kualitas penanganan 

bencana wilayah sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Bupati yang akan 

dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan 

pendukungnya harus dikaitkan dengan RPJMD 2021–2026.  

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Tahun 2025 Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung seperti yang 

tertuang didalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Tahun 2021–2026  untuk program dan kegiatan di Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Tujuan : 

Meningkatnya Kualitas Mitigasi dan Penanganan Kebakaran 

 

2.  Sasaran:  

 1. Meningkatnya Pencegahan  Kebakaran  dalam Daerah 

 2. Meningkatnya response time rate pemadaman dan penyelamatan 

 

3.2.  Program dan Kegiatan Rencana Kerja  

Rencana kerja menggambarkan tentang program dan kegiatan, anggaran, 

sarana dan prasarana, tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis 

sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang di tampilkan pada table 

3.2 berikut ini;    
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Tabel 3.2 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2025 

KABUPATEN TANA TIDUNG 

 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Kode 
Rekening 

Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Permendagri 90/2019 

Indikator Kinerja 
Program (outcome),  
Kegiatan (output), 
dan Sub Kegiatan 

(output) 

DATA 
CAPAIAN 

Terget Kinerja dan 
Kerangka 

Pendanaan Tahun 
2025 

Terget Kinerja dan 
Kerangka 

Pendanaan Tahun 
2025 KET 

Setelah Efisiensi Setelah Perubahan 

Target Rp. Target Rp. 

Meningkatnya 
Kapasitas dan 
Akuntabilitas  
Pelayanan Dinas  
Pemadam 
Kebakaran dan 
Penyelamatan 

Persentase 
Aduan 
Masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

01:05:01 
Prog.Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase pencapaian 
layanan publik terhadap 
masyarakat 

90 95 

        
7.416.658.891  

90 

       
7.532.634.866  

  

Persentase 
terpenuhinya  kualitas 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja 

80 80 80 

    

1.05.01.2.01  

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentase Tersedianya 
dokumen perencanaan 
dan 
laporan akuntabilitas 
kinerja 
dan keuangan yang 
relevan 
dan tepat waktu 

85 90 
               

9.913.995  
85 

              
9.904.995  

  

    

1.05.01.2.01.0001  
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

2 2 
               

4.999.995  
4 

              
4.999.995  
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1.05.01.2.01.0006  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

2 2 
               

4.914.000  
4 

              
4.905.000  

  

    

1.05.01.2.02  
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase tersedianya 
administrasi keuangan 
yang relevan dan tepat 
waktu 

80 95 
        
3.797.555.096  

80 
       
3.743.612.435  

  

    

1.05.01.2.02.0001  
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

14 14 
        

3.641.345.096  
14 

       
3.591.302.435  

  

    

1.05.01.2.02.0002  
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

10 6 
           
156.210.000  

6 
          
152.310.000  

  

    

1.05.01.2.05  
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
terpenuhinya 
Administrasi  Perangkat 
Daerah 

80 90 
             

35.812.000  
80 

            
35.812.000  

  
    

1.05.01.2.05.0009  
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

5 6 
             
35.812.000  

          6  
            
35.812.000  

  

    

1.05.01.2.06  
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
terpenuhinya 
sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 

80 90 
           

201.444.000  
80 

          
521.371.636  

  
    

1.05.01.2.06.0004 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik 
Kantor yang Disediakan 

25 25 
             
74.630.000  

25 
          
228.357.636  
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1.05.01.2.06.0005 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

13 13 
             
15.124.000  

13 
            
15.124.000  

  

    

1.05.01.2.06.0009 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

40 40 
           
111.690.000  

40 
          
277.890.000  

  

    

1.05.01.2.07  

Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan BMD 
penunjang 
urusan pemerintah 
daerah 

100 100 
        
1.150.500.000  

100 
       
1.150.500.000  

  
    

1.05.01.2.07.0002  
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

2 1 
        
1.150.500.000  

1 
       
1.150.500.000  

  

    

1.05.01.2.08  
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
terpenuhinya jasa 
penunjang urusan 
Pemerintahan Daerah 

80 90 
        

2.027.809.200  
80 

       
1.877.809.200  

  

    

1.05.01.2.08.0002  
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 12 
             
59.790.000  

12 
            
59.790.000  

  

    

1.05.01.2.08.0004  
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

12 12 
        
1.968.019.200  

12 
       
1.818.019.200  

  

    

1.05.01.2.09  

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Barang Milik 
Daerah yang terpelihara 

80 90 
           

193.624.600  
        80  

          
193.624.600  
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1.05.01.2.09.0002  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

5 5 
           
188.695.000  

5 
          
188.695.000  

  

    

1.05.01.2.09.0006  
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

10 5 
               
4.929.600  

5 
              
4.929.600  

  

Meningkatnya 
kualitas 
Layanan 
Respon cepat 
(Responese 
Time Rate) 
penanggulangan 
kebakaran dan 
non kebakaran 
dengan 
didukung 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 

Persentase 
Layanan tingkat 
waktu tanggap 
(Response time 
rate) 
penanggulangan 
kejadian 
kebakaran 01:05:04 

PROGRAM 
PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

Persentase penanganan 
bencana kebakaran dan 
non kebakaran 

100 100 
           

380.991.200  
      100  

          
752.254.880  

  

Persentase 
Ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pemadam 
kebakaran 

    

1.05.04.2.01  

Pencegahan, 
Pengendalian, 
Pemadaman, 
Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase penanganan 
bencana kebakaran dan 
non kebakaran 

100 100 
           

349.054.500  
      100  

          
720.318.180  

  

    

1.05.04.2.01.0001  
Pencegahan Kebakaran 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen NSPM 
Pen 
cegahan/Penanggulangan 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota Setiap 
Tahunnya 

1 1 
             
30.742.500  

1 
            
30.742.500  
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1.05.04.2.01.0002  

Pemadaman dan 
Pengendalian Kebakaran 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiapsiagaan Petugas 
Piket dan Pemadaman 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 4 
             
42.600.000  

4 
            
44.917.500  

  

    

1.05.04.2.01.0003 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiapsiagaan Petugas 
Piket dan 
Penyelamatan/Evakuasi 
Saat Penanggulangan 
Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

1 4 
             
49.678.000  

4 
            
51.242.280  

  

    

1.05.04.2.01.0007  
Pembinaan Aparatur 
Pemadam Kebakaran 

Jumlah Aparatur 
Pemadam Kebakaran 
yang Memiliki Sertifikasi 
Keterampilan Teknis dan 
Analis Dalam 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran 

10 2 
             
35.644.000  

2 
            
35.644.000  

  

    

1.05.04.2.01.0017  

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pencegahan, 
Penanggulangan 
Kebakaran dan Alat 
Pelindung Dirii 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Untuk 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran dan Alat 
Pelindung Diri yang Sah 
dan Legal Sesuai Standar 
Teknis Terkait 

20 8 
           
190.390.000  

  
          
557.771.900  

  

    

1.05.04.2.02  
Inspeksi Peralatan 
Proteksi Kebakaran 

Persentase Kejadian 
Kebakaran yang 
Berhasil Diinvestigasi 

50 50 
               
9.734.000  

1 
              
9.734.000  

  

    

1.05.04.2.02.0001  
Pendataan Sarana 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

Jumlah Dokumen yang 
Memuat Data 
Bangunan/Ged 
ung/Lingkungan yang 
Dipersyaratkan Harus 
Memiliki Sistem Proteksi 
Kebakaran 

1 1 
               
9.734.000  

1 
              
9.734.000  
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1.05.04.2.04  
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pencegahan Kebakaran 

Persentase Masyarakat 
yang Paham 
Pencegahan dan 
Penanggulangan Dini 
Kebakaran 

50 50 
             
22.202.700  

1 
            
22.202.700  

  

    

1.05.04.2.04.0001  

Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran Melalui 
Sosialisasi dan Edukasi 
Masyarakat 

Jumlah Warga 
Masyarakat yang 
Mendapatkan Sosialisasi 
Edukasi Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran Setiap 
Tahunnya 

480 50 
             
22.202.700  

32 
            
22.202.700  

  

TOTAL 
  

  7.797.650.091   8.284.889.746 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai 

program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  sesuai dengan 

tupoksi. Dan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan tupoksinya. 

Output Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung adalah Program  dan Kegiatan 

Tahunan yang selaras  dengan Tupoksi, Visi & Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung selain menjadi pedoman dan arah kebijakan 

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan 

kinerja, khususnya bagi seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung. Disamping itu, Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan 

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan 

seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga akan diperoleh 

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa–masa yang akan datang.  

 

 

                                                                           Tideng Pale,    Agustus 2025 

                                                                           Plt. Kepala Dinas Pemadam  

   Kebakaran dan Penyelamatan 

 

 

 

 

           JOHARI, S.Sos 

              Pembina Tingkat I/IVb  

                                                      NIP. 197107092002121001 

 


